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BAB 5  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

1. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dalam sistem 

pendaftaran tanah belum sesuai dengan asas kepastian hukum dan tidak dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Di dalam 

pelaksanaan sistem pendaftaran tanah negatif yang mengandung unsur positif 

terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan, tetapi berjalannya waktu sejak 

berlakunya sistem publikasi ini kurang lebih 61 tahun yang lampau, banyak 

menimbulkan permasalahan dan sengketa pertanahan. Sehingga dalam 

pelaksanaanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih belum menjamin 

kepastian hukum karena sertipikat tanah saat ini masih merupakan alat bukti 

yang kuat di dalam pengadilan. Hal yang menjadi masalah adalah kepastian 

hukum menjadi hilang apabila terdapat gugatan walau telah terjadi peralihan 

hak atas tanah, karena bukti sertipikat hak atas tanah adalah hanya alat bukti 

yang kuat bukan alat bukti yang pasti. Alat bukti yang kuat artinya masih ada 

kemungkinan bahwa hak atas tanah tersebut dapat digugat kembali oleh pihak 

lain yang memang merasa ada kesalahan terhadap penerbitan sertipikat hak 

atas tanah. Kepastian hukum lebih terjamin apabila sertipikat adalah menjadi 

alat bukti yang mutlak sehingga tidak dapat digugat kembali oleh pihak lain. 

Perlindungan hukum belum dapat diberikan kepada pemilik hak atas tanah. 

Kepastian hukum belum dapat di berikan kepada pemegang hak atas tanah 

dengan demikian perlindungan hukum dengan sendirinya akan sulit untuk 
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diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Karena kepastian hukum terhadap 

hukum positif yang mengatur belum terpenuhi maka perlindungan hukum 

niscaya sulit untuk diberikan.  

2. Sistem publikasi yang paling sesuai dan selaras dengan pendaftaran tanah 

secara digital/elektronik yang akan mendukung Ease of Doing Business 

adalah asas publikasi positif pra kondisi (pre requisite condition) beritikad 

baik, karena masih terdapat beberapa hal dan syarat yang masih belum dapat 

dipenuhi sehingga perubahan secara meyeluruh belum dapat dilakukan tetapi 

bisa/dapat diterapkan pada beberapa wilayah yang telah siap. Di dalam asas 

publikasi positif, asas kepastian hukum sangat ditegakkan. Serta dalam 

pelaksanaanya asas publikasi positif sangat baik karena sudah tidak dapat 

digugat lagi dan merupakan alat bukti yang mutlak. Alat bukti yang mutlak 

ini bekal bahwa investor akan memiliki kepastian hukum dalam melakukan 

bisnis di Indonesia. Perijinan dan pendaftaran pertanahan menjadi aman dan 

baik tanpa ada rasa khawatir akan diganggu gugat. Perlindungan bagi para 

investor atau pemegang hak atas tanah lainnya untuk melakukan usaha hingga 

habisnya masa berlaku hak atas tanah lebih terjamin. Sistem publikasi 

pendaftaran tanah positif ini sangat menguntungkan untuk menjamin 

kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang memiliki hak atas tanah. 

Alat bukti mutlak yang tidak dapat diganggu gugat memberikan rasa aman 

tersendiri bagi para pemilik hak atas tanah. Berbeda dengan sistem publikasi 

negatif bertendensi positif dimana sertipikat hanya merupakan alat bukti kuat 

yang kemungkinan di hari-hari mendatang akan digugat. Peran pemerintah di 

sini sangat dibutuhkan untuk dimintai pertanggungjawaban di mana 
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pertanggung jawaban yang diberikan pemerintah adalah sikap 

profesionalisme dari para petugas dimana petugas harus mengukur sesuai 

dengan keadaan nyata dan yang sebenarnya tanpa kesalahan untuk 

mengurangi tingkat sengketa. Pemerintah menjadi penanggung jawab mutlak 

apabila terdapat kesalahan dalam pengukuran tanah atau ketidaksesuaian 

sertipikat dengan pusat data pertanahan yang dibuat dan dibangun oleh 

pemerintah. Apabila sistem digital/elektronik ini bisa berjalan dengan baik 

dan benar, maka sengketa pertanahan di kemudian hari akan semakin banyak 

yang dapat dihindari, karena data fisik dan data yuridis serta pemetaan tanah 

secara tunggal sudah tersimpan dengan baik pada pusat data pertanahan yang 

sedang mulai dibangun oleh pemerintah. Dengan demikian investor pun akan 

sangat senang dan percaya pada kinerja dari petugas pemerintah dalam 

memelihara data pertanahan dengan baik dan benar. Niscaya EoDB akan 

meningkat untuk Indonesia karena semakin mempermudah, menjamin 

kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pemangku 

kepentingan khususnya investor dan masyrakat pada umumnya (pemegang 

hak atas tanah).  

Sehingga dengan demikian akan memunculkan asas publikasi baru yakni asas 

positif elektronik kondisional (condisional electronic positive) yang beritikad 

baik, yang menerapkan beberapa kombinasi dan gabungan teori yang 

mendukung terhadap penelitian ini yakni teori kepastian hukum, kebertujuan 

dan keadilan yang pada akhirnya secara langsung akan memberikan 

perlindungan hukum. Sehingga memunculkan teori empat ide hukum/tujuan 

hukum yakni keadilan, kebertujuan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang 
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mendasari pengujian penulisan penelitian ini sehingga dapat dicapai kepastian 

hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dengan 

adanya perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi sistem digital/elektronik 

yang memunculkan asas publikasi positif elektronik kondisional (conditional 

electronic positive) yang beritikad baik dalam sistem pendaftaran tanah di 

Indonesia. Secara langsung dengan adanya perubahan sisitem pendaftaran 

menjadi digital/elektronik akan mendukung perubahan asas publikasi positif 

yang beriitikad baik yang berkepastian hukum, bertujuan dan berkeadilan, 

sehingga amanat dari pendaftaran tanah dapat di wujudkan. Tentunya akan 

berdampak pada dunia perekonomian serta dunia investasi di Indonesia akan 

lebih maju dan kepercayaan dunia kepada negara kita semakin baik, pada 

akhirnya tentunya membuat masyarakat akan lebih sejahtera dan aman sesuai 

dengan cita–cita yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) 

yang bunyinya sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum dan pasal 28 H ayat (4) yakni sebagai berikut: Setiap orang 

berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 

secara sewenang-wenang oleh siapapun.  

5.2. Rekomendasi 

 Untuk pemerintah.  

Pemerintah dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi pada saat 

melaksanakan pendaftaran tanah secara digital/elektronik untuk mendukung 

dan meningkatkan EoDB serta akan lebih terjamin kepastian hukum dan 
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perlindungan hukum. Pemerintah harus segera melaksanaan pendaftaran 

tanah dengan memanfaatkan tehnologi digital/elektronik yang dapat 

membantu mempercepat pemberlakuan sistem positif karena beberapa syarat 

atau kondisi yang belum dapat dipenuhi dilaksanakan menggunakan 

pemanfaatan digital/elektronik adalah terkait dengan percepatan ketersediaan 

cakupan pemetaan dasar pertanahan secara terintegrasi dan terpusat, 

percepatan cakupan wilayah bidang tanah bersertipikat dari wilayah nasional, 

terpenuhinya tata batas hutan dan non hutan yang diukur dalam skala 

pendaftaran tanah nasional dan terpenuhinya pemetaan tanah adat/tanah 

ulayat. Sehingga dapat diharapkan menghasilkan sertipikat hak atas tanah 

yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan akurasi dan cakupan peta yang 

baik. Dengan demikian akan membantu mengurangi dan meminimalisasi 

sengketa tanah di Indonesia maupun dalam menyelesaikan sengketa dalam 

bidang pertanahan. Pemerintah khususnya Kementrian ATR/BPN harus dapat 

menjalankan dan menerapkan asas pemerintahan yang baik dalam 

melaksanakan dan meyelenggarakan pendaftaran tanah bagi masyarakat. 

Serta melaksanakan perubahan peraturan perundang-undangan terkait 

pertanahan dan pendaftaran tanah agar menjadi hukum positif yang baik yang 

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Merubah peraturan perundang-

undangan baik UUPA maupun PP tentang Pendaftaran tanah yang dapat 

mendukung terhadap perubahan menjadi positif tetapi karena masih terdapat 

beberapa hal dan syarat/kondisi yang harus dipenuhi maka asas publikasi 

yang dapat diberlakukan adalah menjadi positif elektronik kondisional 

(Conditional Electronic Positive) Penyimpanan data pertanahan baik data 



378 

 

  

yuridis dan data fisik dalam Pusat Data Base Kementrian ATR/BPN dengan 

sistem pengaman yang baik dan aman, melakukan rekam cadang terhadap 

data tersebut. Menyiapkan payung hukum yang akan mengatur assurance 

fund (Lembaga penjamin), yang akan nantinya memberikan ganti 

kerugian/kompensasi berupa uang apabila terjadi kesalahan administrasi 

pendaftaran tanah. Pemerintah harus menyiapkan pemetaan secara tunggal 

dan terintegrasi secara nasional.  

Rekomendasi lain untuk pemerintah adalah merekontruksi peraturan 

perundang-undangan terkait peraturan pertanahan, revisi beberapa pasal 

dalam UUPA 19 ayat (2) huruf c, 20, 23, 32, 38, meng ganti kata kuat 

menjadi mutlak , PP 24 1997 pasal 32, mengganti kata kuat menjadi mutlak,  

Permen ATR/BPN 6/2018 Pasal 22, menambah penguasaan fisik secara 20 

tahun berturut-turut.  Serta revisi terhadap definisi asas- asas pendaftaran 

tanah yakni asas aman, mutahir yang disesuaikan dengan adanya pemanfaatan 

tehnologi.  

 Untuk masyarakat dan profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah digital/elektronik yang nantinya akan berujung pada 

penerbitan setipikat elektronik, dimana pelaksanaan ini dapat membantu 

masyarakat demi untuk lebih memperoleh kepastian dan perlindungan hukum 

dalam bidang pertanahan di Indonesia. Masyarakat harus mendukung proses 

perubahan tersebut agar dampak positif dapat nantinya dirasakan secara nyata 

baik terkait kepastian hukum terhadap seertipikat hak atas tanah maupun 

perlindungan hukumnya. Dengan demikian secara langsung Pejabat Pembuat 
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Akta Tanah juga akan lebih terlindungi dari gugatan dan masalah hukum 

yang diakibatkan oleh adanya sertipikat hak atas tanah sudah tidak dapat 

digugat oleh pihak lain. Apabila terkait pembuatan akta karena adanya 

perbuatan hukum atas objek tanah tersebut yang dituangkan dalam sertipikat 

hak atas tanah, dalam bentuk setipikat elektronik. Serta akan lebih mudah 

dalam menjalankan tugas dan jabatannya. 

 Untuk akademisi  

Meneliti lebih lanjut model dari sistem publikasi positif pra kondisi (pre 

requisite condition) yang beriitikad baik yang belum diberlakukan di 

Indonesia, serta melaksanakan penelitian terkait masukkan nantinya dalam 

perubahan berbagai aturan di bidang pertanahan untuk mendukung program 

pendaftaran tanah secara digital/elektronik yang akhirnya akan dilaksanakan 

penerbitan sertipikat elektronik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

tradisi sistem hukum di Indonesia.  
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Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap. 

Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak 

Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik. 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. 

 




